
 

 
 

 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA  

NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO UTARA NOMOR 10/HK.03.1/7505/2021 TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA 

TAHUN 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya diatur 

bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi dibentuk untuk 

melaksanakan pemantauan dan pengendalian 

Gratifikasi; 

  b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan 

tugas serta fungsi pemantauan dan pengendalian untuk 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang berintegritas, 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 

perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gorontalo Utara; 

  c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 Tahun 2022 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian 

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Gorontalo Tahun 2022 perlu adanya penyesuaian  
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   susunan anggota Satuan Tugas Unit Pengendali 

Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gorontalo Utara; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gorontalo Utara tentang Perubahan atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 10/HK.03.1/7505/2021 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
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   2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409);  

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO 

UTARA NOMOR 10/HK.03.1/7505/2021 

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO UTARA TAHUN 2021 

 

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA 

 

Pengarah : 1. Munawir Ismail Ketua KPU Kabupaten Gorontalo 

Utara 

  2. Sakria Tulabu Anggota KPU Kabupaten 

Gorontalo Utara 

  3. Moh. Gandhi A. Tapu Anggota KPU Kabupaten 

Gorontalo Utara 

  4. Sofyan Jakfar Anggota KPU Kabupaten 

Gorontalo Utara 

  5. Febiani Yovita  

Salindeho 

Anggota KPU Kabupaten 

Gorontalo Utara 

    

Ketua : Abd. Talib Tilahunga Sekretaris KPU Kabupaten 

Gorontalo Utara 

    

Sekretaris : Taufik Hartanto Kasubbag Hukum dan SDM KPU 

Kabupaten Gorontalo Utara 
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LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO 

UTARA NOMOR 10/HK.03.1/7505/2021 

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO UTARA TAHUN 2021 

 

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

1. Tugas dan Wewenang UPG meliputi: 

a.  menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, 

laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, 

PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, 

KPPS, dan KPPSLN; 

b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan 

pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui 

Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status 

Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;  

c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan 

Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;  

d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi 

kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, 

KPPS, dan KPPSLN;  

e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;  

f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi 

yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;  

g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap 

Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan 

penerapan program pengendalian Gratifikasi;  

h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat 

Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap 

jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil 

penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan  

i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap 

Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga. 
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